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ABSTRAK  :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020; 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pematangsiantar ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 

tentag Penetaan Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar 

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan 

Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan 

dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi 



Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang 

Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan 



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 611/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020. Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 55/PP.01.2-

Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Pematangsiantar Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pematangsiantar Nomor : 114/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2020 

tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi  Pemilihan Umum  

Kota Pematangsiantar  Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 

tentang Tahapan,  Program dan Jadwal  Penyelenggaraan Pemilihan 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020; 

 

Dalam KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar 

Nomor : 269/PL.02.6-Kpt/1272/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang : 

Menetapkan Menetapkan 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Pematangsiantar Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.HASIL 

KABUPATEN/KOTA-KWK, 2. Menetapkan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagai berikut: a. Pasangan 

calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020, 

Sdr. Ir. Asner Silalahi, MT dan Sdr. dr. Susanti Dewayani, Sp.A dengan 

perolehan suara sebanyak 87.733 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus 

tiga puluh tiga) suara; b. Kolom Kosong dengan perolehan suara 

sebanyak 25.560 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh) suara.  

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil 

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum 

KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) bulan 

desember  tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 18:02 (pukul 

delapan belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Bagian Barat). 

 

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Desember 2020 
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